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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

2.

1.

GUBERNUR RIAU'

bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi' Tugas dan Funqsi serta

i"t" *"t:" Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Riau telJh ditetapkal dengar:r Peraturan Gubernur Riau Nomor

91 Tahun 2016;

ba}wa agar tidak teiadi rumpang tindih pelaksanaar.tugas dan

fungsi [ada seksi seksi dan bidang-bidang pada Badan

PerJncanaan Pembangunan Daera-h Provinsi Riau dan

Perangkat Daerah lainnya, maka Kedudukan, Susunan

Organisasi, T\rgas dal Fungsi serta Tata Kerja Badan

Peincanaan Pembangunal Daerah Provinsi Riau perlu
disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratuian

iiubemur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badar
Perencanaal Pembangunal Daerah Provinsi Riau;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undaig-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nega:ra Republik Indonesia 'fahrur' 2074
Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undaig-Undang Nomor 23 Ta}lurl 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkar :

3.

4.

5.

6.

7.

MEMUTUSKAN;

PERATURAN GUBDRNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI' TUGAS DAX

FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERINCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU.

Pasal I
Beberapa Ketentua! dalam Peraturar Gubernur Riau Nomor 91

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Trrgas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perenca.naan Pembalguna! Daerah
Provinsi Riau {Berita Daerah Provinsi Riau Ta-hun 2016 Nomor 91)

diubah sebagai berikut :

1, Ketentuai Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I
Dalam Peraturai Gubernur ini yang dimaksud dengal :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Daetah adalah Provinsi Riau.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

4. Gubernur adalah Gubernur Riau.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dar Dewan Perwakilan Ralyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemeiintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan
Perencalaan Pembaisunan Daerah Provinsi Riau.

-2-

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentalg
p"i""gf."t Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun- ZofO Nomor 114, Tambahan I'€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887):

Peratura! Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentarg Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 13 Tahun 2016

tentang Evaluasi Rarcangan Peraturafl Daerah tentang

nancarigan Tata Rua.ng Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 "tah1r' 2Ol7
Koordinasi Penataan Ruang Daerai (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 91)'



8. Kepala Badan
Kepala Badan
Riau.

-3-

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
p.d^ e.d..t Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Riau.

lo.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk
melaksanakan Kegiatan teknis tertentu yang secara

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

11.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk
melaksanakan Kegiatan teknis tertentu clalam rangKa

mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk'

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) hur-uf yakni
humf g dan huruf h sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, terdiri atas:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Sekretariat, terdili atas:

1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

3. Subbagian Kepegawaial dal Umum.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Perencanaan Makro;

2. Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan

3. Subbidang Pengendaiian dan Evaluasi.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
terdiri atas:

1. Subbidang Pemerintahan dan
Masyarakat;

Pemberdayaan

2. Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan
Ketenagakeiaan; dan

3. Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri
atas:

1. Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Penanaman Modal;

2. Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan,
Pariwisata dan Energi Sumber Daya Mineral; dan

3. Subbidang Pertanian, Kelautan darr Perikanan.



i Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:

1. Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan
Komunikasi lnformasi;

2. Subbidang Perumahal, Permukiman dan
Transmigrasi; dan

3. Subbidang Pertanahan dan Penataan Rualg.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksanan Teknis {UPT);

(2) Sekrctariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang
dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh
Kepala Subbagian darr Subbidang dipimpin oleh Kepala
Subbidang.

(3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerai tercantum dalam Lampiran dan
merupakar bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturarr
Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Kepala Subbidang Petencalaan Makfo

Pasal 12

Kepala Subbidang Perencanaan Ma-kro mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
Subbidang Pereocanaan Makro;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang
Perencanaan Makro;

c. melaksanal<an fasilitasi penlusunal dokumen perencanaan
jangka partjang daerah sesuai dengal prosedur dan
peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan
dokumen perencanaan yang berkualitas;

d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan
jangka menengah daerah sesuai dengan prosedur dan
peraturan yarlg berlaku dalam rangka mewujudkan
dokumen perencalaao yang berkua-litas;

e. melaksanakan koordinasi verifikasi dokumen Rencana
Strategis perangkat daerah sesuai dengan dokumen
perenaanaan agar sinkron dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
kesempurnaal perangkat daerah;

f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi melalui
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sesuai
dengan peraturan perundang-undaigan untuk kebutuhan
perencanaan pembangunan daerah;

g. melakukal pemantauan, evaluasi darr membuat laporal
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang



Perencanaan Makro; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai tugas dan fungsinYa'

Para'gtaf 2

Kepala Subbidang Peretrcanaal Pembaogunatl

Pasal 13

Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyal

tugas;

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

Subbidang Perencanaan Pembangunan;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil- 
;;iJd";; tugas bawahin di lingkungan Subbidang

Perencanaan Pembangunanl

c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;

d. melaksanakan koordinasi pengident-ilikasian permasalahan

perencanaan pembangunan tahunan berdasarkan data dan

inlormasi untuk mengetahui perkembangan pembangunan:

e. melaksanakal analisa, pengkajian dan perumusan

perencanaan Pembangunan tahunan;

f. melaksalakan koordinasi pembangunan, pengemba-ngan

dan penginregrasian sistem informasi / apltkasr

perencanaan pembangunan daerah;

g. melaksanakan sinergitas. harmonisasi dan sinkronisasi
kegiatan pusat darl perencanaan program / kegiatan yang

beisumber dari dana transfer ke daerah;

h. melaksanakan penpsunan perencalraan dukungart

kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat iaporan
pelaksanaaif tugas dan kegiatan pada Subbidang
Perencanaan Pembangunan; dan

j, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinYa.

Paragraf 3

Kepala Subbldang Pengendallan dan Evaluasi

Pasal 14

Kepa]a Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai
tugas:

a. merencanakan program / kegiaran dan penganggaran pada

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan meniiai.hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang
Pengendalian dan Evaluasi;

c. melaksanakan fasilitasi pen,'usunan dokumen perencanaan



d.

e.

t

h.

-6-

tahunan daera?r kabupaten/kota sesuai dengan peraturarr
perundang-undangan dalam rangka mewujudkan dokumen
perencanaan yarg berkualitas;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencalapembangunan jalgka panjang. jangka

meneneah dan tahunan provinsi darl kabupaten/kota;

metd.sanat an pengendalia:r dan evaluasi terhadap hasil
Pelaksanaal p"*burrgtt..t jalgka panjarg, jangka

menengah darr tahunan Provinsi

melaksanakal koordinasi verifrkasi evaluasi hasil dokumen
Rencala Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA)

Perangkat Daerah sesuai dengal dokumen perencanaan

"g^. "ittk 
oat dengan dokumen Rencarra Pembangunan

Jaigka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kesempurnaan
dokumen Perangkat Daerah;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
peiaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang
Pengendalian dal Evaluasi; dal
melaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentua.n Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 3

Kepala Subbidang Pertaaahar dan Penataa! Ruang

Pasal 26

Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang
mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

Subbidang Pertanahan darr Penataan Ruang;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungal Subbidang
Pertanaian darl Penataan Ruang;

c. melaksanakan fasilitasi penl'usuoan dokumen perencanaan
pembangunan daerah pembangunan jangka parljang,
jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan
Penataan Ruang;

d. melaksanakai analisis terhadap Rencana Strategis dan
Rencala Kerja pada urusal Pertanahan dan Penataan
Ruang;

e. melaksalakan pembahasan pada setiap rangkaian proses
perencanaan pembangunan jangka panjang, jargka
menengah dal1 tahunan urusan Pertanahan dan Penataan
Ruang;

f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusai
Pertanahan dan Penataan Ruang;

g. melaksanakan koordinasi penJ'usunan program/kegiatan
pada urusan Pertanahan darr Penataan Ruang;



,7 -

h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
urusan

J.

l.

orosram / Keqiatan Kementerian/ Lembaga
'P".Ianahan dan Penalaan Ruangi

melaksanakan koordinasi analisa dan pengkajian

pengembangan wilayah stategis;

membantu Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

{TKPRD) untuk melaksanakan tugas-tugas penataan ruang;

melakukal pemantauan, evaluasi dan membuat laporan

pelaks.naart tugas dan kegiatan pada Subbidang

P€danahan dan Penataan Ruang; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai tugas dan fungsinYa.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PJraturan' Gubeinur Li d"t g.tt penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Riau.

.

*

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN  NOMOR

Ditetapkan di

Diundangkan di Pekanbaru
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